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ABSTRAK 

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia 

yang memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 24A UUD  1945, salah satu 

kewenangannya yakni menguji peraturan PUU dibawah UU terhadap UU. 

Kewenangan tersebut diderivatifkan pada UU Mahkamah Agung dalam Pasal 31 

ayat (2) yang berbunyi “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan PUU 

dibawah UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku” , 

UU Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 20 ayat (2) butir b yang berbunyi “MA 

berwenang menguji peraturan PUU dibawah UU terhadap UU terhadap UU”, dan 

UU P3 dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal suatu peraturan PUU 

dibawah UU terhadap UU diduga bertentangan dengan UU pengujiannya dilakukan 

oleh MA”. Sedangkan pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi “MA berwenang 

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan PUU di bawah UU terhadap UU, 

dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU”. Hal ini terlihat bahwa 

kewenangan pengujian PUU di bawah UU terhadap UU menunjukkan pertentangan 

secara vertikal antara Pasal 31 ayat (2) UU MA terhadap Pasal 24A ayat (1) UUD 

1945 dan secara horizontal menunjukkan tidak harmonisasi antara Pasal 31 ayat (2) 

UU MA, Pasal 20 ayat (2) butir b UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) 

UU P3. Berkaitan dengan permasalahan tersebut dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute aproach). Dengan menggunakan metode penelitian normatif 

berupa kepustakaan atau studi dokumen berupa UU, risalah UU, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan. Dari studi yang didapat berupa risalah sidang 

perumusan kewenangan pengujian peraturan PUU dibawah UU terhadap UU yang 

tedapat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan risalah sidang pembentukan UU 

MA, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU P3, maksud para pembentuk peraturan 

PUU tersebut MA berwenang menguji peraturan PUU dibawah UU terhadap PUU. 

Namun, terlihat para pembentuk UU MA, tidak mencantumkan frasa yang sama 

dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (2) UU MA. Hal ini 

menjadi penting untuk dioptimalkanya Tim Khusus Penyelaras Rancangan Undang-

Undang, mengingat UU diberlakukan untuk seluruh warga negara maka haruslah 

jelas dan tidak multitafsir. 
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